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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani “ethichos” berarti adat kebiasaan, disebut juga

dengan moral, dari kata tunggal mos, dan bentuk jamaknya mores yang berarti kebiasaan,

susila.1 Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia etika berarti “ilmu tentang apa yang baik

dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban (moral)”.2 Dalam bahasa Arab etika

Islam sama artinya dengan Akhla>k jamak dari Khuluqun yang berarti budi pekerti,

perangai, tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian

dengan perkataan khalqun, yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan kha>liq

(Pencipta) dan makhlu>q (yang diciptakan). Perumusan pengertian Akhla>k timbul sebagai

media yang memungkinkan adanya  hubungan baik antara kha>liq dengan makhlu>q.3

Etika juga termasuk bidang ilmu yang bersifat normatif, karena berperan menentukan

apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.4 Dalam

perkembangan selanjutnya kata etika lebih banyak berkaitan dengan ilmu filsafat. Oleh

karena itu standar baik dan buruknya adalah akal manusia.5

Etika pada umumnya didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dengan

menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individual dan sosial sehingga,

1 Zainudin Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 29.
2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2008), Cet. 4, 383.
3 Hamzah Ya’qub, Etika Islam, CV. Diponegoro,( Bandung, 1985), 11-12.
4 Rafik Issa Beekum, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004,) 3.
5 Zainudin Ali, Pendidikan Agama Islam…, 29.
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dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang

berbobot untuk dapat dijadikan sasaran dalam hidup.6 Menurut Suparman Syukur dalam

bukunya yang berjudul Etika Religi menjelaskan bahwa istilah etika juga sering

digunakan  dalam tiga perbedaan yang saling terkait, pertama merupakan pola umum

atau jalan hidup, kedua seperangkat aturan atau “kode moral”, dan ketiga penyelidikan

tentang jalan hidup dan aturan-aturan perilaku”.7

Menurut Franz Magnis Suseno etika merupakan ilmu atau refleksi

sistematik berkaitan dengan pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilah- istilah

moral. Dalam arti yang lebih luas etika diartikan keseluruhan mengenai norma dan

penelitian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia

seharusnya menjalankan kehidupannya.8

Sonny Keraf memberikan penjelasan pengertian Etika sebagai filsafat moral

adalah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma yang menyangkut

bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia dan mengenai masalah-

masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral

yang umum diterima.9 Menurut Johar Arifin etika adalah seperangkat nilai tentang

baik, buruk, benar dan salah yang berdasarkan  prinsip-prinsip moralitas, khususnya

dalam perilaku dan tindakan. Sehingga Etika adalah salah satu faktor penting bagi

terciptanya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik.10 Sedangkan Menurut

Imam Ghozali dalam bukunya Ihya’ Ulumuddin mendefinisikan etika sebagai sifat yang

6 O.P. Simorangkir, Etika Bisnis, Jabatan dan Perbankan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, 3.
7 Suparman Syukur, Etika Religius, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 1.
8

Franz Magnis Suseno, Etika Jawa (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 6.
9 Sonny Keraf, Etika Bisnis, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 15.
10 Johan Arifin, Fiqih Perlindungan Konsumen, (Semarang : Rasail, 2007), 63-64.
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tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan

tidak membutuhkan pikiran.11

Sokrates menyatakan bahwa etika (moral) berhubungan erat dengan pengetahuan

manusia. Apabila manusia memiliki pengetahuan yang baik maka ia akan memiliki sikap

hidup yang penuh rasa keagamaan yang nantinya membentuk moral yang baik  atau

kebajikan (arete) sehingga akan mencapai kesempurnaan manusia sebagai manusia.

Seseorang yang memiliki etika baik akan memiliki.12

Definisi lain menyatakan bahwa etika berasal dari bahasa yunani ethos. Secara

etimologis, etika bermakna watak, susila, adat. Sedangkan sscara terminologis, dapat

diartikan: (1) menjelaskan arti baik atau buruk, (2) menerangkan apa yang seharusnya

dilakukan, (3) menunjukkan tujuan dan jalan yang harus dituju, (4) menunjukkan apa

yang harus dilakukan.  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika adalah

seperangkat nilai yang merupakan hasil gagasan manusia mengenai tata aturan yang

berkaitan dengan prilaku manusia dan menjadi layak, wajar, sehingga bias diterima suatu

komunitas pada ruang dan waktu tertentu.13

Ada beberapa persamaan antara akhlak, moral, dan etika adalah: Pertama, akhlak,

etika dan moral mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku,

sifat, dan perangai yang baik. Kedua, akhlak, moral dan etika merupakan prinsip atau

aturan hidup manusia untuk mengukur martabat dan harkat kemanusiaannya. Ketiga,

akhlak, moral dan etika seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan

faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif

11 Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syari’ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2009), 171.
12 Asmoro Acmadi, Filsafat Umum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997, 47.
13 Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, Akhlak Tasawuf, (Surabaya: IAIN SA Press, 2011), 59-60.
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yang dimiliki setiap orang. Perbedaan antara akhlak, moral dan etika adalah: akhlak tolak

ukurnya dengan menggunakan Al-Qur’an dan Sunnah. Etika tolak ukurnya adalah

dengan menggunakan pikiran atau akal. Sedangkan moral tolak ukurnya dengan

menggunakan norma hidup yang ada dalam masyarakat.14

Namun secara substantif sebenarnya apa yang disebut dengan etika, moral,

akhlak dan adab mempunyai arti dan makna yang  sama, yaitu sebagai jiwa (ruh)

suatu tindakan, dengan tindakan itu perbuatan akan dinilai, karena setiap perbuatan

pasti dalam praktiknya akan diberi predikat- predikat sesuai dengan nilai yang

terkandung dalam perbuatan itu sendiri, baik predikat right (benar) dan predikat wrong

(salah). Adapun hal yang membedakan antara etika, moral, akhlak dan adab yaitu

terletak pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik buruk. Jika dalam

etika penilaian baik buruk berdasarkan akal pikiran, moral berdasarkan kebiasaan umum

yang berlaku umum dimasyarakat, maka pada akhlak dan adab ukuran yang digunakan

untuk menentukan baik buruk adalah Al Qur’an dan Hadis.15

Kata Bisnis dalam bahasa indonesia diserap dari kata “business” dari bahasa

inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan orentasi

profit atau keuntungan.16

Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang

sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis sendiri dapat

14 Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 19-20.
15 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 97.
16 Abdul Aziz, Etika Bisnis…, 28.
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merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang

bertujuan mencari laba atau keuntungan.17

Sedangkan mengenai istilah “bisnis” yang dimaksud adalah suatu urusan atau

kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau

pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para enterpreneur dalam

resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.

Bisnis adalah suatu kegiatan di antara manusia yang menyangkut produksi, menjual dan

membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.18

Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas

dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari hari. Bisnis

merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk

mendapatkan keuntungan.19

Musselman dan Jackson mereka mengartikan bahwa bisnis adalah suatu aktivitas

yang memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, perusahaan yang diorganisasikan

untuk terlibat dalam aktivitas tersebut.

Menurut Gloss, Steade dan Lowry seperti yang dikutip Abdul Aziz bahwa bisnis

adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung

dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk

kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka.20

Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam

ekonomi dan bisnis. Moralitas disini berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela,

17 Ibid., 28.
18 A. Sonny Keraf, Etika Bisnis…,50.
19 Abdul aziz, Etika Bisnis…, 29.
20 Ibid., 29.
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benar atau salah dari prilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis islam susunan

adjective diatas ditambah dengan halal dan haram.

Jadi kesimpulan deskripsi mengenai etika bisnis Islam merupakan suatu proses

dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutkan tentu

akan melakukan hal benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak

yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa pengertian etika bisnis islami tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka

praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam

melakukan setiap kegiatan ekonomi.21

B. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Inisiatif yang dilakukan oleh tiga agama samawi (Islam, Kristen, dan yahudi)

yang diprakarsai HRH. Princ Philip (the Duke of Edinburgh) dan Mahkota Hasan bin

Talal (Jordan) 1984 sepakat meletakkan prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Ada tiga isu

etika dalam bisnis yang diklasifikasikan waktu itu, yaitu moralitas dalam kebijakan

organisasi yang terlibat dalam bisnis , serta moralitas prilaku individual para karyawan

saat bekerja.22 Sedangkan menurut Muhammad Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu

meliputi kesatuan dan integrasi, kesamaan, intelektualitas, kehendak bebas, tanggung

jawab dan akuntabilitas, penyerahan total, kejujuran, keadilan, keterbukaan, kebaikan

bagi orang lain, kebersamaan.23

21 Ibid., 35-36.
22 Faisal Badroen dkk., Etika BIsnis dalam Islam, Cet. IV (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 19-20.
23 Muhammad, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: Akademi Menejemen Perusahaan YKPN, 2004), 71-72.
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Berbicara tentang bisnis, Kohlbeng mengatakan bahwa prinsip-prinsip etika di

dalam bisnis dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut : 24

(1) Prinsip manfaat.

(2) Prinsip hak asasi.

(3) Prinsip keadilan.

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik

sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Prinsip-prinsip

etika bisnis yang berlaku di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai

masyarakat kita. secara umum dapat dikemukakan beberapa prinsip etika bisnis, yakni :

a. Prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan

dan bertindak berdasarkan kesadarnnya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik

untuk dilakukan.

b. Prinsip kejujuran, dalam hal ini kejujuran adalah kunci keberhasilan suatu bisnis,

kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan

sebagainya.

c. Prinsip keadilan, yaitu menuntut agar setiap orang diperlukan secara sama sesuai

dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat

dipertanggungjawabkan.

d. Prinsip saling menguntungkan, yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa

sehingga menguntungkan semua pihak.

24 Kwik Kian Gie, dkk, Etika Bisnis Cina: Suatu Kajian Terhadap Perekonomian di Indonesia, (Jakarta :Gramedia
Pustaka,  1996), 59.
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e. Prinsip integritas moral, yaitu prinsip yang menghayati tuntutan internal dalam

berprilaku bisnis atau perusahaan agar menjalankan bisnis dengan tetap menjaga

nama baik perusahaannya

Dari semua prinsip bisnis di atas, Adam Smith menganggap bahwa prinsip

keadilan sebagai prinsip yang paling pokok. .25

Demikian pula dalam islam, etika bisnis Islam harus berdasarkan pada prinsip-

prinsi dasar yang berlandaskan pada al-Qur’an dan al-Hadits, sehingga dapat diukur

dengan aspek dasarnya yang meliputi:26

1. Barometer ketakwaan seseorang.

2. Mendatangkan keberkahan.

3. Mendapatkan derajat seperti para Nabi, Shiddiqin dan Syuhada.

4. Berbisnis merupakan sarana beribadah kepada Allah Swt.

Ada enam langkah konkrit awal dalam memulai etika bisnis Islam, yaitu:27

1. Niat ikhlas mengharap ridho Allah

2. Professional

3. Jujur dan amanah

4. Mengedepankan etika sebagai seorang muslim

5. Tidak melanggar prinsip syriah

6. Ukhuwah islamiyah

25 Sonny Keraf, Etika Bisnis…, 61.
26 Abdul Aziz, Etika Bisnis…, 37.
27 Ibid, 39.
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Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan dari tujuan umum etika bisnis, sebagai

berikut:

1. Menanamkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis.

2. Mengenalkan argumentasi-argumentasi moral dibidang ekonomi dan bisnis serta cara

penyusunannya.

3. Membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi.28

Abdul Aziz mendeskripsikan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam harus

mencakup di bawah ini:

1. Kesatuan (unity) adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang

memadukan keseluruhan apek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi,

politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogeny, serta mementingkan konsep

konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

2. Keseimbangan (equilibrium) dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, islam

mengharuskan berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Allah swt

memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya untuk berlaku adil dalam setiap perbuatan

seperti yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 8:

اعْدِلُواْ تَـعْدِلُواْ أَلاَّ عَلَىقَـوْمٍ شَنَآنُ يَجْرمَِنَّكُمْ وَلاَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءلِلّهِ قَـوَّامِينَ كُونوُاْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّـهَایاَ
-٨-تَـعْمَلُونَ بِمَاخَبِيرٌ اللّهَ إِنَّ اللّهَ وَاتَّـقُواْ لِلتـَّقْوَىأَقـْرَبُ هُوَ 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-
kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil.
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada
Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

28 Faisal Badroen, dkk., Etika BIsnis dalam Islam, Cet. IV (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 22.
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3. Kehendak bebas (free will) kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis

Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.

4. Tanggung jawab (responsibility) kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil

dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban  dan

akuntabilitas untuk memenuhi tuntunan keadialan dan kesatuan, manusia perlu

mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat

dengan kehendak bebas.

5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung

makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan

kejujuran.29 Allah swt berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119 mengenau berbuar jujur

sebagaimana berikut:

الصَّادِقِينَ مَعَ وكَُونوُااللَّهَ اتَّـقُواآَمَنُواالَّذِينَ أَيُّـهَاياَ
Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama
orang-orang yang benar.

C. Urgensi Etika Bisnis Islam

Menurut Muhammad tugas utama etika bisnis dipusatkan pada upaya mencari

cara untuk menyelaraskan kepentingan strategis suatu bisnis atau perusahaan dengan

tuntutan moralitas. Kedua, etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran

masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandang baru,

bahwa bisnis tidak terpisah dari etika.30

Muhammad Djakfar mendeskripsikan urgensi etika dalam aktivitas bisnis, dalam

hal ini  dapat ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, aspek teologis, bahwasannya etika

29 Abdul Aziz, Etika Bisnis…, 45-46.
30 Muhammad, Eika Bisnis…, 60-61.
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dalam islam (akhlak) merupak ajaran tuhan yang diwahyukan kepada rosulullah Saw.

baik dalam bentuk al-Qur’an maupun Sunnah. Kedua, aspek watak manusia, (character)

yang cenderung mendahulukan keinginan (will) daripada kebutuhan (need). Bukankah

watak dasar manusia itu secara universal adala bersifat serakah (tamak) dan cenderung

mendahulukan keinginannya dan tidak terbatas dan tidak terukur daripada sekedar

memenuhi kebutuhan yang terbatas dan terukur. Dengan watak semacam ini tentu saja

manusia membutuhkan pencerahan agar mereka sadar bahwasannya dalam hidup ini yang

paling pokok adalah memenuhi kebutuhan yang mendasar. Ketiga, aspek sosiologis,

sudah layaknya perlu adanya ajaran etika dalam dunia bisnis agar para pelaku bisnis

memahami dan menyadari mana wilayah yang sah dilakukan, dan mana pula yang tidak

boleh dilanggar dalam melakukan usaha. Keempat, perkembanga tekhnologi (technology)

yang semakin pesat disatu sisi banyak mendatangkan nilai positif yang semakin

mempermudah dan mempercepat pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Namu, disisi

lain dampak negatifnya pasti akan terjadi. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi

terjadinya praktik penyimpangan etika tersebut di era kecanggihan teknologi kehadiran

etika bisnis sangatlah signifikan sekali. Kelima, aspek akademis (science academic)

perlunya kajian akdemik tentang etika dalam bisnis agar selalu dihasilkan  teori-teori baru

yang dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis yang aktual dan kontekstual.31

D. Macam-macam Kerja sama Pengolahan Lahan Pertanian

1. Pengertian Muza>ra’ah dan mukha>barah

31 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis, (Jakarta: Penebar Plus Imprint dari Penebar Swadaya, 2012), 31-34.
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Secara etimologi Muza>ra’ah berasal dari wazn mufa>’alah dari akar kata zara’a

yang sinonimnya anbata yang berarti menumbuhkan,

Seperti dalam kalimat:

رْعَ اللهُ زَرَعَ  وَنمََاهُ انَْبتََھُ : الزَّ

“Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan artinya Allah menumbuhkannya

dan mengembangkannnya”.32

Muza>ra’ah disebut juga dengan mukha>barah yang berasal dari kata, “al-khabar”,

yang artinya adalah tanah yang gembur.33 Sedangkan menurut istilah, ada perbedaan

pendapat antara Muza>ra’ah dan mukha>barah. Secara terminologi, Muza>ra’ah adalah akad

pengolahan dan penanaman (lahan) dengan upah sebagian dari hasilnya.34

Ulama malaikiyah mendefinisikannya dengan kerja sama dalam mengolah dan

menanami lahan. Ulama hanabilah mendefinisikannya dengan penyerahan suatu lahan

kepada orang yang mengolah dan menanaminya, sedangkan hasil tanamannya dibagi

diantara pemilik lahan dan pengelola.35

Definisi mukha>barah menurut ulama syafi’iyah seperti dalam kitab Fathul Qarib

adalah:

36الْعَامِلِ مِنَ وَاْلبَذْرُ مِنْھاَیخَْرُجُ مَاببِعَْضِ لكِِ اْلمَاارَْضِ ىفِ لِ امِ عَ الْ لُ مَ عَ يَ ھِ وَ ةُ رَ ابَ خَ مُ لْ اَ 

mukha>barah adalah pekerjaan yang dilakukan oleh penggarap (‘a>mil) di tanah

pemilik lahan (ma>lik) dengan upah sebagian dari hasil yang dikeluarkan dari lahan

tersebut. Sedangkan benihnya dari penggarap (‘a>mil).

32 Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2013), 391.
33 Ibid., 563.
34 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adilatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk, jilid 6, (Jakarta: Gema
Insani, 2011), 562.
35 Ibid., 562.
36 Syamsuddin Abi ‘Abdillah bin Qasim al-Ghazy, Fathul Qarib, (Surabaya: Al-Hikmah, 1411 H), 244.
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Begitu juga pendapat imam rafi’i dan imam nawawi yang mengatakan di dalam

Muza>ra’ah, bibit tanaman ditanggung oleh pemilik lahan, sedangkan didalam

mukha>barah bibit tanaman ditanggung oleh pengelola.37 Dapat disimpulkan bahwa

mukha>barah bentuk kerja sama antara pemilik dan pengelola dengan perjanjian bahwa

hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari

pengelola.38

2. Dasar hukum Muza>ra’ah dan mukha>barah

Hukum Muza>ra’ah dan mukha>barah juga diperselisihkan. Ada yang

membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Pihak yang membolehkan

beralasan bahwa Nabi Saw. menyuruh memberi upah, tidak Muza>ra’ah. Sedangkan pihak

yang membolehkan beralasan pada hadits Nabi Saw.  memeberikan sebagian dari hasil

tanah khaibar kepada  orang-orang yahudi khaibar dan dikuatkan dengan kenyataan

diberbaagai daerah orang-orang islam, dimana mereka menjalankan Muza>ra’ah tidak

menolaknya.

Dalil yang dijadikan landasan oleh imam abu hanifah, zufar, dan imam asy-syafi’i

yang tidak membolehkan Muza>ra’ah adalah :

باَءْسَ لاَ : وَقاَلَ باِالْمُؤَاجَرَةِ وَامََرَ , الْمُزَارَعَةِ عَنِ نھََىوسلمعلیھاللهصلىاللهِ رَسُوْلَ نَّ ا

39بھَِا

37 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam…, 562.
38 Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, Kifayatul Akhyar Fii Alli Ghayatil Ikhtishar, Terj. Ahmad Zaidun dan
A. Ma’ruf Asrori, Jilid ll, (Surabaya: PT . Bina Ilmu, 2011), 199.
39 Muh. Nasruddin Al Albani, Ringkasan Shahih Muslim 1, Terj. Imron Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),
685.
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“Rasulullah melarang praktik Muza>ra’ah (mengolah tanah orang lain dengan

imbalan dari sebagian hasilnya), tetapi beliau memerintahkan untuk melakukan

mu’a>jarah. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, mu’a>jarah tidak dilarang.”

Mereka tidak membolehkan Muza>ra’ah karena upah pihak pengelola diambilkan

dari hasil lahan. Adakalanya statusnya adalah ma’du>m (tidak ada), karena pada saat

dilakukannya akad hal seperti itu tidak ada. Atau adakalanya majhu>l (tidak diketahui

pasti), karena tidak diketahui secara pasti kadar yang akan dihasilkan oleh lahan yang

dikelola tersebut, bahkan mungkin akhinya tidak akan menghasilkan apa-apa (gagal

panen).40

Sedangkan dalil yang digunakan oleh kedua rekan Imam Abu Hanifah

(Muhammad Abu Yusuf), Imam Malik, Imam Ahmad, Dawud Azh-Zhahiri dan pendapat

jumhur fuquha yang membolehkan Muza>ra’ah adalah:

41عَا مِلَ النَّبِيُّ صَلَّ اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ خَیْبَرَ بسَِطْرِ مَا یخَْرُجُ مِنْھاَ مِنْ ثمََرٍ اوَْ زَرْعٍ 

“Nabi SAW memperkerjakan tanah khaibar denagn separoh apa yang keluar dari

padanya (hasilnya) baik buah-buahan atau tanaman”.

Hukum mukha>barah yaitu boleh (mubah). Landasan hukum mukha>barah adalah

sabda Nabi Saw. :

حْمَنِ عَبْدِ ابَاَیَا: لَھُ فقَلُْتُ : عَمْرُوْ قاَلَ : یخَُابرُِ كَانَ انََّھُ طَوُوْسَ عَنْ  ھدَِهِ كْتَ تَرَ لوَْ الرَّ

ايَْ : فقَاَلَ . برََةِ الْمُخَاعَنِ نھََىوَسَلَّمَ عَلیَْھِ اللهُ صَلَّ النَّبيَِّ انََّ یزَْعُمُوْنَ فاَءِنَّھمُْ الْمُخَابرََةَ 

40 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam…,564.
41 Imam Bukhari, Shahih Al- Bukhari Juz II, (Libanon: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, 2009), 78-79.
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عَلیَْھِ اللهُ صَلَّ النَّبِيَّ انََّ عَنْھمَُااللهَ رَضِيَ عَباَّسٍ ابْنَ یعَْنىِبذَِالكَِ اعَْلمَُھمُْ اخَْبَرَنِي: عَمْرُوْ 

42مَعْلوُْمًاخَرْجًایْھاَعَلَ یاَءْخُذَ انَْ لھَُ خَیْرٌ اخََاهُ كُمْ احََدُ یَمْنحَُ قاَلَ انَِّمَا, عَنْھاَینَْھَ لمَْ وَسَلَّمَ 

Diriwayatkan dari thawus bahwa ia pernah menyuruh orang lain untuk mengelola

ladangnya dengan sistem mukha>barah. Kata Amru: saya katakan kepada Thawus,”Hai

ayah Abdurrahman! Sebaiknya kou hindari sistem mukhabara ini! Karena orang-orang

mengatakan bahwa Nabi Saw. melarang mukha>barah”. Kata Thawus, ”Hai Amru saya

telah diberitahu oleh orang yang lebih tahu tentang itu (yakni Ibnu Abbas r.a.) bahwa

nabi saw. tidak melarang mukha>barah. Beliau hanya bersabda, “Seseorang

mempersilahkan saudara muslimnya untuk mengelola tanahnya, tanpa sewa adalah lebih

baik daripada dia memungut sewa tertentu”.

Pendapat Imam Ibnu Qayyim bahwa kisah khaibar merupakan dalil kebolehan

muza>ra’ah, dengan membagi hasil yang diperoleh antara pemilik dan pekerjaannya, baik

berupa buah-buahan maupun tanaman lainnya. Rosulullah sendiri bekerja sama dengan

orang-orang khaibar dan harus berlangsung hingga menjelang beliau wafat, serta tidak

ada nasakh (penghapusan hukum dengan hukum yang baru) sama sekali.43

Selain hadits Nabi di atas, menurut ijma’ dari Bukhari mengatakan bahwa telah

berkata abu ja’far, “tidak ada satu rumah pun di madinah kecuali penghuninya mengelola

tanah secara Muza>ra’ah dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh

Sayyidina Ali, Sa’ad bin Abi Waqash, Ibnu Mas’ud, Umar bin Abdul Aziz, Qosim,

Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali.44

42 Ibid., 78-79.
43 Saleh bin Fauzan, Fikih sehari-hari, (Jakarta : Gema Insani, 2005), 476-477.
44 Muhammad Syafi’i Antoni, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik, (jakarta : Gema Insani Press, 2001), 99.
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Dari dalil di atas mereka yakin bahwa Muza>ra’ah diperbolehkan karena akadnya

cukup jelas yaitu adanya kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola dengan tujuan

untuk memenuhi kebutuhan, sebab terkadang orang yang memiliki lahan tidak memiliki

keahlian dibidang pertanian, sedangkan dipihak lain orang yang tidak memiliki lahan,

namun memiliki keahlian dibidang pertanian. Sehingga jika kedua orang tersebut bekerja

sama, maka hal itu bisa memberikan manfaat antara keduanya.

Sebenarnya akad Muza>ra’ah ini didasarkan dan bertujuan saling tolong menolong

(ta’awun) serta saling menguntungkan antara kedua belah pihak seperti yang ditegaskan

dalam firman Allah Surat Al-Maidah ayat 2 :

نوَتعََاوَنوُاْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعََاوَنوُاْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَا

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan

takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.45

Muza>ra’ah termasuk jenis pekerjaan yang telah dilakukan orang-orang sejak

dahulu kala, karena kebutuhan mereka kepada keduanya, jadi Muza>ra’ah dibolehkan

demi kedua belah pihak. Demikianlah semua kerja sama yang diperbolehkan syara’

berlangsung berdasarkan keadilan dan dalam rangka mewujudkan kebaikan serta

menghilangkan kerugian.

3. Rukun dan syarat Muza>ra’ah dan mukha>barah

a. Rukun Muza>ra’ah dan mukha>barah

Menurut Hanafiah, rukun Muza>ra’ah dan mukha>barah ialah ijab dan qabul

antara pemilk lahan dengan pengelola. Sedangkan menurut Hanabilah, bahwa,

45 Depag RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Terbit Terang, 2002), 141.
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Muza>ra’ah dan mukha>barah tidak memerlukan qabul secara lafaz, tetapi cukup

dengan mengerjakan tanah. Hal itu sudah dianggap qabu.46

Ijab dan qabu >l dinyatakan syah dengan apa saja yang dapat menunjukkan hal

itu, baik berupa ucapan, tulisan maupun bahasa isyarat, selama itu keluar dari orang

yang berhak bertindak.47

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun Muza>ra’ah dan mukha>barah ada

empat yaitu:48

1) Pemilik lahan.

2) Petani penggarap.

3) Obyek Muza>ra’ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola.

4) Ijab dan qabul.

b. Syarat-syarat Muza>ra’ah dan mukha>barah

Syarat-syarat Muza>ra’ah dan mukha>barah yaitu:

1) Syarat yang bertalian ‘aqidain, yaitu harus berakal.

2) Syarat yang berkaitan denagn tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan

macamnya saja yang akan ditanam.

3) Hal yang berkaitan denagan perolehan hasil pertanian, yaitu:

a) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika

akad).

b) Hasil adalah milik pertama.

46 Rachmat Syafe’i, Fikih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 207.
47 Sayyid Sabiq, Terj Fikih Sunnah 13, (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), 185.
48 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 275.
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c) Bagian masing-masing adalah satu jenis barang yang sama.

d) Bagian kedua belah pihak sudah diketahui.

e) Tidak disyaratkan salah satunya penambahan yang ma’lum.

4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu:

a) Tanah tersebut dapat ditanami.

b) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasannya.

5) Hal yang berkaitan dengan waktu, yaitu:

a) Waktu yang telah ditentukan.

b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.

c) Waktu memungkinkan kedua pihak hidup menurut kebiasaan.

6) Hal yang berkaitan dengan alat Muza>ra’ah dan mukha>barah, yaitu ijab dan qabu>l

boleh dilakukan dengan lafaz apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan qabu>l,

bahkan Muza>ra’ah dan mukha>barah sah dilafazkan dengan lafaz ija>rah.

4. Bentuk-bentuk Muza>ra’ah dan mukha>barah

Menurut abu yusuf ada empat bentuk Muza>ra’ah, tiga diantaranya sah sedangkan

yang satu tidak sah yaitu:49

a. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, sedangkan kerja dan alat dari penggarap

maka hukumnya sah. Statusnya adalah pemilik lahan memperkerjakan pihak

pengelola, sedangkan alat yang digunakan untuk membajak memang sudah menjadi

tanggungan pihak pengelola sebagai konsekuensi dirinya diperkerjakan untuk

menggarap lahan.

49 Wahbah az-Zuhaili, Fikih Islam…, 571.
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b. Apabila lahan dari pemilik lahan, sedangkan bibit, alat dan kerja dari petani maka

hukumnya sah. Statusnya adalah pihak penggarap menyewa lahan dengan biaya sewa

sebagian dari hasil panen yang digarap.

c. Apabila lahan, alat dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani maka hukunya

sah. Statusnya adalah pemilik lahan memperkerjakan pengelola dengan upah sebagian

dari hasil panen lahan yang digarap.

d. Apabila lahan dan alat dari pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani maka

hukumnya tidak sah, karena jika diasumsikan bahwa akad tersebut penyewaan lahan

maka tidak mungkin alat mengikuti lahan dan tidak mungkin menjadikan alat sebagai

konsekuensi didalam menyewakan lahan karena fungsi dan kegunaan lahan untuk

menumbuhkan, sedangkan alat untuk membajak lahan. Disamping itu jika

diasumsikan akad tersebut adalah memperkejakan pihak penggarap, maka tidak

mungkin penyediaan bibit dari pihak pengelola sebagai konsekuensi dirinya

diperkerjakan.

Berdasarkan hal tersebut maka akad Muza>ra’ah tidak sah jika fasilitas peralatan

atau pekerjaan menjadi tanggungan pemilik lahan. Begitu juga tidak sah jika hasil

panennya hanya untuk salah satu pihak saja, atau jika merawat dan menjaga hasil panen

hanya menjadi tanggungjawab pihak pengelola, karena semua itu tidak termasuk hal yang

dibutuhkan dalam pengolaha penggarapan lahan.

Disamping itu bentuk Muza>ra’ah yang dilarang yaitu bila bentuk kesepakatannya

tidak adil. Misalnya, dari luas 1000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan
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bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 400 m tertentu. Sedangkan tenaga

buruh tani berhak atas hasi yang akan didapat pada 600 m tertentu.50

Cara tersebut dilarang karena jika lahan yang di area 400 m gagal panen, maka

pemilik lahan akan mengalami kerugian dan sebaliknya jika lahan yang di area 600 m

gagal panen maka pihak pengelola yang mengalami kerugian. Maka yang benar adalah

hasil panen disatukan terlebih dahulu baru dibagi sesuai dengan perjanjian prosentase di

awal.

Oleh karena itu seharusnya masing-masing pihak mengambil bagiannya dari hasil

tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya banyak atau

sedikit, maka kedua belah pihak akan merasakannya. Dan kalau sama sekali tidak

menghasilkan apa-apa maka kedua-duanya akan menderita kerugian.

5. Perbedaan Muza>ra’ah dan mukha>barah

Dari beberapa penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa ada persamaan dan

perbedaan antara Muza>ra’ah dan mukha>barah. Persamaannya adalah Muza>ra’ah dan

mukhabarah terjadi pada peristiwa yang sama yaitu pemilik lahan menyerahkan tanahnya

kepada orang lain untuk dikelola. Sedangkan perbedaannya ialah pada modal, bila modal

dari pengelola maka dinamakan mukha>barah, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik

lahan maka dinamakan Muza>ra’ah.51

Di samping itu adapun perbedaan dari segi bagi hasil, jika Muza>ra’ah maka

statusnya pemilik lahan mempekerjakan penggarap sehingga upah dari penggarap akan

50 Ahmad Sarwat, Fiqih Muamalat, (t.t), 120.
51 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 215.
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didapatkan setelah hasil panen. Sedangkan jika mukha>barah maka statusnya pemilik

lahan menyewakan lahannya dan penggarap akan membayar biaya sewa setelah panen.

6. Berakhirnya akad Muza>ra’ah dan mukha>barah

Suatu akad Muza>ra’ah dan mukha>barah berakhir apabila :52

a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun apabila jangka waktu habis

sedangkan belum tiba panen maka ditunggu sampai panen.

b. Menurut mazhab hanafi dan hambali, apabila salah satu pihak meninggal dunia maka

akad Muza>ra’ah berakhir pula, tetapi ulama mazhab maliki dan syafi’i berpendapat

bahwa akad tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.

c. Ada salah satu uzur yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad tersebut

seperti pemilik lahan terlibat hutang sehingga lahannya harus dijual atau petani uzur

karena sakit.

52 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi…, 278-279.


